SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah disepakati antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomorll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
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Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 151);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020


https://blud.co.id/wp/download/5588/
https://blud.co.id/wp/download/5588/

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1424) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor
128 /PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
819);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 363);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Tahun 2022 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024-2044
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2024 Nomor 3);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Barat Nomor 34);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 30
Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor
30);

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22
Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan



Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);

44. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2023 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula
sebesar Rp. 1.720.894.719.615,- bertambah sebesar Rp. 467.564.370.493,-
sehingga menjadi Rp. 2.188.459.090.108,- dengan rincian sebagai berikut :



1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 1.628.444.719.615,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 399.052.101.236,-
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 2.027.496.820.851,-
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.720.894.719.615,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 467.564.370.493,-
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp. 2.188.459.090.108,-

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 92.450.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 68.512.269.257 ,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.
160.962.269.257 ,-

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. O,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp. O,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 160.962.269.257,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Setelah Perubahan Rp. O,-

Pasal 3
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
1) Semula Rp. 126.191.338.644,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.498.688.641,-)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 118.692.650.003,-
b. Pendapatan transfer;

1) Semula Rp. 1.502.253.380.971,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 406.550.789.877,-
Jumlah Pendapatan Transfer Rp. 1.908.804.170.848,-

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. O,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari :

a. Pajak daerah;
1) Semula Rp. 35.513.134.126,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 349.750.000,-
Jumlah pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 35.862.884.126,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 2.039.500.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (101.000.000,-)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 1.938.500.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;




(3)

1) Semula Rp. 13.495.329.143,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah setelah perubahan Rp. 13.495.329.143,-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 75.143.375.375,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (7.747.438.641,-)

Jumlah lain-lain pendapatan asli

Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 67.395.936.734,-

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula Rp. 1.425.205.673.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 393.380.674.000,-

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

setelah Perubahan Rp. 1.818.586.347.000,-
Pendapatan Transfer Antar Daerah;

1) Semula Rp. 77.047.707.971,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.170.115.877,-

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 90.217.823.848,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
a. Pendapatan Hibah;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. O,-
Dana Darurat;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. O,-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. O,-

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a.

Belanja Operasional,;

Semula Rp. 1.069.239.477.480,-
Bertambah /(berkurang) Rp. 89.924.760.415,-

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 1.159.164.237.895,-
Belanja Modal,

Semula Rp. 432.276.830.435,-
Bertambah /(berkurang) Rp. 326.866.570.265,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 759.143.400.700,-

Belanja tidak terduga;

Semula Rp. 9.204.693.000,-



2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 9.204.693.000,-
d. Belanja transfer;

1) Semula Rp. 210.173.718.700,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.773.039.813,-

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 260.946.758.513,-
Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
1) Semula Rp. 560.536.344.860,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.691.174.766,-
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 575.227.519.626,-
b. Belanja barang dan jasa;
1) Semula Rp. 462.868.337.220,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 57.493.105.209,-
Jumlah Dbelanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.
520.361.442.429,-
c. Belanja bunga;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. O,-
d. Belanja subsidi;

1) Semula Rp. 4.363.993.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 4.363.993.000,-
e. Belanja hibah;
1) Semula Rp. 38.415.802.400,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.140.480.440,-
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 54.556.282.840,-
f. Belanja bantuan sosial;
1) Semula Rp. 3.055.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.600.000.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 4.655.000.000,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 725.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan Rp. 725.000.000,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin,;

1) Semula Rp. 37.890.358.083,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 32.019.405.514,-

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah Perubahan Rp. 69.909.763.597,-
c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula Rp. 130.309.653.439,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 62.302.527.296,-

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rp.
192.612.180.735,-



d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

1) Semula Rp. 258.406.508.663,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 228.116.008.042,-
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
setelah Perubahan Rp. 486.522.516.705,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya;
1) Semula Rp. 4.746.310.250,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.428.629.413,-
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya
setelah Perubahan Rp. 9.174.939.663,-
f. Belanja modal aset lainnya;
1) Semula Rp. 199.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-
Jumlah belanja modal aset lainnya
setelah Perubahan Rp. 199.000.000,-
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri
atas :
a. Belanja tidak terduga;
1) Semula Rp. 9.204.693.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 9.204.693.000,-
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri

atas :

a. Belanja bagi hasil;
1) Semula Rp. 3.551.314.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.972.413,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 3.586.286.413,-
b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 206.622.404.700,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 50.738.067.400,-

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah Perubahan Rp. 257.360.472.100,-
Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari

a. Penerimaan pembiayaan;
1) Semula Rp. 92.450.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 68.512.269.257,-
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 160.962.269.257,-

b. Pengeluaran pembiayaan;
1) Semula Rp. O,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  Rp. O,-

Pasal 8
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
terdiri atas :



Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula Rp. 92.450.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 68.512.269.257,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

Tahun sebelumnya setelah Perubahan Rp. 160.962.269.257,-
. Pencairan dana cadangan;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. O,-

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. O,-
. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp. O,-

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. O,-

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan paraturan perundang-undangan

setelah Perubahan Rp. O,-

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas :
a. Pembentukan dana cadangan;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. O,-
. Penyertaan modal daerah;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah Perubahan Rp. O,-

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. O,-



(1)

(2)

(3)

d. Pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah Pemberian pinjaman daerah

setelah Perubahan Rp. O,-

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

1) Semula Rp. O,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp. O,-

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Undangan setelah Perubahan Rp. O,-

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.

Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini
terdiri dari :

1.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut

Kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
Tahun Anggaran 2024;

2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut

urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun
Anggaran 2024;



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024;

Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan
beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran Tahun
Anggaran 2024,

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun
Anggaran 2024,

Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM
Tahun Anggaran 2024;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;
Daftar Piutang Daerah.

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya Tahun Anggaran 2024.

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-
lain:

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2024.
Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2024.

Daftar Pinjaman Daerah Tahun Aggaran 2024

Pasal 11

Bupati Tanjung Jabung Barat menetapkan peraturan tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Tanjung Jabung Barat dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 AGUSTUS 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd
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